
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 15 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PENATAUSAHAAN BARANG MIL IK DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 
Menimbang : a. bahwa agar penatausahaan barang m i l i k daerah dapat 

d i laksanakan dengan ter t ib , t ransparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ka idah-ka idah 
pengelolaan keuangan daerah yang baik, per lu adanya 
pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Penatausahaan Barang M i l i k Daerah Kabupaten Pacitan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang 
standar aku tans i (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 T a h u n 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ; 

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 T a h u n 2018 
tentang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG 
PENATAUSAHAAN BARANG MIL IK DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan i n i , yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupat i Pacitan. 
4. Barang Mi l ik Daerah yang selanjutnya dis ingkat BMD adalah semua 

barang yang dibel i a tau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah a tau perolehan la innya yang sah. 

5. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang me l ipu t i p embukuan , 
inventarisasi , dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

6. Pelaksana Penatausahaan adalah u n i t yang me lakukan Penatausahaan 
BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola 
Barang. 

7. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam 
Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
dan Pengelola Barang m e n u r u t penggolongan dan kodefikasi barang. 

8. Inventarisasi adalah kegiatan u n t u k me lakukan pendataan, pencatatan 
dan pelaporan hasi l pendataan BMD. 

9. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian 
data dan informasi yang d i l akukan oleh u n i t akuntans i yang melakukan 
Penatausahaan BMD pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
dan Pengelola Barang. 

10. Dokumen kepemi l ikan adalah dokumen sah yang merupakan b u k t i 
kepemi l ikan atas BMD. 

11 . Daftar BMD adalah daftar yang memuat data se luruh BMD. 
12. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang 

d igunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
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13. Laporan Barang adalah laporan yang d i susun oleh Pelaksana 
Penatausahaan BMD pada Pengguna Barang/Pengelola Barang yang 
menyaj ikan posisi BMD diawal dan akh i r periode ter tentu secara 
semesteran dan t a h u n a n serta mutas i selama periode tersebut. 

14. Penggunaan adalah kegiatan yang d i l a k u k a n oleh Pengguna Barang dalam 
mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi ins tans i yang bersangkutan. 

15. Penghapusan adalah t i ndakan menghapus BMD dar i Daftar Barang 
dengan menerb i tkan keputusan dar i pejabat yang berwenang u n t u k 
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dar i tanggung jawab admin is t ras i dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

16. Aset tetap adalah BMD berupa aset berwujud yang memi l ik i dan/atau 
d ikuasa i Pemerintah Daerah yang mempunya i masa manfaat lebih dar i 
satu t a h u n , mempunya i n i l a i mater ia l dan d imaksudkan u n t u k d igunakan 
dalam kegiatan Pemerintah Daerah a tau u n t u k d imanfaatkan oleh 
masyarakat u m u m yang dapat diperoleh secara sah, termasuk Aset tetap 
yang Idle dan Aset Kemitraan yang direklas i f ikasikan ke Aset Lainnya. 

17. Aset Tetap Idle adalah aset tetap yang t idak d igunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dar i 2 (dua) t a h u n . 

18. Aset tetap Kemitraan adalah aset tetap yang d imanfaatkan oleh p ihak 
ketiga dengan cara p in jam Pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan 
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerjasama 
in f ras t ruk tur . 

19. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya dis ingkat KSP adalah 
pemanfaatan BMD oleh p ihak la in da lam j angka w a k t u ter tentu dalam 
rangka peningkatan pendapatan daerah a tau sumber pembiayaan la innya. 

20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya d is ingkat BGS adalah pemanfaatan 
BMD berupa tanah oleh p ihak la in dengan cara mend i r ikan bangunan 
dan/atau sarana ber ikut fasil itasnya, kemud ian didayagunakan oleh p ihak 
la in tersebut da lam jangka w a k t u te r tentu yang telah disepakati , u n t u k 
selanjutnya d iserahkan tanah beserta bangunan dan/atau sarana ber ikut 
fasi l l i tasnya setelab berakhi rnya j angka w a k t u ter tentu yang disepakati . 

2 1 . Bangun Serah Guna yang se lanjutnya dis ingkat BSG adalah pemanfaatan 
BMD berupa tanah oleh p ihak la in dengan cara mend i r ikan bangunan 
dan/atau sarana ber ikut fasil itasnya, dan setelab selesai pembangunannya 
d iserahkan u n t u k d idayagunakan oleh p ihak la in tersebut da lam jangka 
w a k t u te r tentu yang disepakati . 

22. Kerja Sama Penyediaan In f r a s t ruk tu r yang selanjutnya dis ingkat KSPI 
adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha u n t u k 
kegiatan penyediaan in f r a s t ruk tu r sesuai ke tentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

23. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dar i pencatatan dalam 
pembukuan karena perubahan klasi f ikasi . 

24. Kapital isasi adalah penentuan n i l a i p embukuan terhadap semua 
pengeluaran u n t u k memperoleh aset tetap hingga siap pakai , u n t u k 
men ingkatkan kual i tas , kapasitas/efisiensi, dan a tau memperpanjang 
u m u r teknisnya da lam rangka menambah n i la i -n i la i aset tersebut. 

25. Pencatatan d i luar p embukuan (ekstrakomtable) adalah penatausahaan 
Aset tetap u n t u k n i l a i Tetap d i bawah n i l a i m i n i m a l kapital isasi atau aset 
Tetap yang karena sifatnya, t idak per lu d i laporkan dalam Laporan BMD. 

26. Persediaan adalah aset lancar dalam ben tuk barang atau perlengkapan 
yang d imaksud u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasional pemer intah dan 
barang-barang yang d imaksud u n t u k dan barang-barang yang d imaksud 
u n t u k d i jua l dan atau d iserahkan kepada masyarakat. 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupa t i i n i d imaksudkan u n t u k member ikan pedoman bagi 
pengelola barang dan pengguna barang dalam pelaksanaan 
penatausahaan BMD. 
Peraturan Bupa t i i n i be r tu juan u n t u k mewujudkan tert ib adminis tras i 
BMD yang efektif, efisien, opt imal dan akuntabe l . 

BAB I I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang L ingkup kegiatan Penatausahaan BMD me l iput i : 
a. Pembukuan; 
b. Inventarisasi ; dan 
c. Pelaporan. 

Penatausahaan BMD Pemerintah Kabupaten Pacitan ayat (1) sebagaimana 
tersebut da lam Lampiran Peraturan Bupa t i y a n g m e r u p a k a n bag i an 
t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i P e r a t u r a n B u p a t i i n i . 

BAB IV 
O B J E K PENATAUSAHAAN 

Pasal 4 

Objek penatausahaan BMD me l ipu t i : 
a. semua barang yang dibel i a tau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. semua barang yang berasal dar i perolehan la innya yang sah me l iput i : 

1. barang yang diperoleh dar i h ibah / sumbangan a tau sejenisnya; 
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian /kontrak; 
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; dan 
4. Barang yang diperoleh berdasarkan p u t u s a n pengadilan yang telah 

memperoleh kekua tan h u k u m tetap. 

Objek Penatausahaan BMD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ik las i f ikas ikan menjadi : 
a. Aset lancar berupa barang persediaan. 
b. Aset tetap, me l iput i : 

1. Tanah; 
2. Peralatan dan mesin; 
3. Gedung dan bangunan; 
4. Ja lan , irigasi dan j a r ingan ; 
5. Aset tetap la innya; dan 
6. ' Kon t ruks i da lam pengerjaan. 



c. Aset Lainnya , me l iput i : 
1. Aset kemi t raan dengan p ihak ketiga; 
2. Aset t idak berwujud; dan 
3. Aset tetap yang d iberhent ikan pemakaiannya. 

d. Barang-barang ekstrakomtable. 

BAB V 
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 5 

Penatausahaan BMD d i l ingkup Pemerintahan Daerah d i l akukan oleh : 
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD yang 

mempunya i fungsi pengelolaan Barang Mi l i k Daerah; 
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang; dan 
c. Un i t Kerja yang membantu SKPD selaku kuasa pengguna barang. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 

(1) BMD yang akan d iserahkan kepada p ihak la in , penatausahaannya 
disesuaikan dengan penatausahaan aset lancar berupa persediaan. 

(2) Aset yang telah mendapatkan persetujuan u n t u k d i l akukan 
pemindatanganan, pemusnahan a tau sebab penghapusan la innya 
d i l akukan pencatatan sebagai ber ikut : 
a. d ireklas i f ikasikan ke da lam daftar aset la in ; dan 
b. d iungkapkan da lam catatan atas Laporan BMD dan catatan atas 

laporan keuangan. 
(3) U n t u k BMD yang mas ih d i bawah kapita l isasi d i l akukan reklasif ikasi ke 

da lam daftar ekstrakomtable. 
(4) Pejabat pengelola barang m i l i k daerah yang meninggalkan tugas 

sementara, segera d i t u n j u k pejabat/ pegawai la innya u n t u k melaksanakan 
tugas sementara. 

Pasal 7 

sistem dan prosedur ta ta cara penatausahaan BMD d i L ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan t e r cantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dengan Peraturan Bupa t i i n i . 
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BAB VI I 
PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 30 - 3 - 2020 

^ BUPATI P A C I T A J ^ 

^ INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal : 30 - 3 - 2 0 2 0 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 
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